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dapat dibatasi sebagai kegiatan nasional, akan fetapi sudah sangat cepat

berkembang menjadi nmasalah transnasional atau global.

Proses keterbukaan dan penyatuan ekonom nasional bangsa-bangsa
ke dalam ckonomi regional dan internasional bersamaan dengan proses
yang dijiwai prinsip persaingan bebas
ngusaha-pengusaha dari) negara
knologi apabila mereka dan

bekerjanya mekanisme  pasar
cenderung semakin menyudutkan posisi (pe

berkembang, sebagai pihak penyewa te ‘
pemerintah negara-negara berkembang itu tidak pagi-pagi memperhatikan

kemungkinan dan kesulitan ini dengan memperhatikan klausula-klausula
yang tertentu dalam kontrak lisensi patent dan/atau dengan menyusun
peraturan perundang-undangan mengenai hak eipta atau hak intelektual itu
yang menjamin keseimbangan yang wajar antara hak-hak pemilik hak eipta
atau hak patent (licensor) dengan hak-hak dan kewajiban pembeli atau
penyewa (licensee) hak cipta atau hak patent itu. Sebab sudah menjadi
rahasia umum, bahwa 98 % dari hak patent yang dilindungi di negara-
negara berkembang adalah hak patent asing. Di lain pihak harus diakui
bahwa industri Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini mengalami kemajuan
yang menakjubkan, justru karena penanaman modal asing yang selalu

mengandung klausula mengenai lisensi patent asing ini.
Perlindungan hukum di bidang hak milik intelektual merupakan hal

yang baru bagi bangsa Indonesia, namun di negara-negara maju bidang ini
sudah merupakan lahan yang menghasilkan devisa yang sangat besar.
Karena itu perlindungan hukum di bidang hak milik intelektual ini perlu
lebih dimasyarakatkan dan ditangani dengan baik, agar di dalam masyarakat
timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya-karya intelektual
dan penemuan-penemuan di bidang teknologi serta ilmu pengetahuan. Akan
tetapi pada mereka hendaknya juga perlu ditanamkan rasa tanggung jawab
dan perasaan sosial, agar memanfaatkan karyanya untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dan tidak hanya mengejar terjaminnya kepastian dan
perlindungan hukum bagi kepentingan pribadinya saja.

Dalam rangka ini perlu pula diperhatikan kontrak-kontrak lisens
patent dalam kontrak penanaman modal asing atau kontrak bantuan teknik
(tehnical assistance) yang sering justru memperkeeil minat orang Indonesia
untuk mengadakan penemuan baru, karena invlations yang baru dalam
rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri atau
lisensi patent itu, juga akan menjadi milik penanaman modal asing yang

menjadi pemilik patent yang bersangkutan.
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Liasil lobby yang intensif dari “National
Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works ((}'tmtu)". I’adg
tanggal 9 - 10 Pebnuari 1987 Pemerintali Indonesia mengadakan semimnar mengenal
wintellectual Property and Compuler Technology" bekerju sama dengan W/;rf'd
Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam seminar itu antara lain
dibahas tentang arti peuting kemajuan program komputer dalam kaitannya dcngan
pertumbuhan  ckonomi - dan kecenderungan legislasi di negara-ncgara maju.
Dijclaskan bahwa perdebatan yang komprehensif telah terjad: di Amerika,
Australia, Canada, Jepang, dan Korca Selatan tentang bentuk perlindungan hukum
apa yang tepat buat program paten, trade sccret, hak cipta, atau aturan khusus?
Sccara implisit dikemukakan bahwa perlindungan terhadap perlin(.iu.nga}n
komputer ini harus dilakukan kalau memang pertumbuhan ekonomi ngin
dilestarikan suatu “conditio sine quanon’. Artinya, kelalaian dalam
melindungi  program  komputer ~ dapat membawa akibat terhadap
perdagangan suatu negara Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa buat
negara-negara maju yang merupakan eksportir program komputer, negara-
negara tengah berkembang yang merupakan importir program komputer
haruslah memberi perlindungan hukum bagi program komputer dalam
bentuk legislasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Tidak
ada opsi lain. Ini artinya Indonesia mesti membayar royalty yang besar
sekali kepada negara-negara maju karena melalui program komputer inilah
kita memiliki pasport untuk menjadi negara maju.

Realitas ini memang pahit sekali. Tetapi dalam globalisasi ekonomi
sekarang ini tak satu negara pun yang dapat mengabaikan tuntutan negara
maju untuk memberi perlindungan hukum bagi program komputer.
Indonesia pun harus menyesuaikan diri dan selang beberapa bulan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1982 disempurnakan menjadi Undang-undang
Nomor 7 Tahun1987 di mana program komputer dilindungi sebagal hak
cipta. Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 menjabarkan
ciptaan dalam arti uas seperti di bawah ini:

1. Pamflet, dan semua hasil kafya tulis lainnya;

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;

3. Pertunjukkan seperti; musik, karawitan, drama, tari, pewayangan,
pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan
film, serta karya rekaman video,

4, Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu, atau musik dengan atau tanpa
teks, dan karya rekaman suara atau bunyi,

5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan
kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2),;

andang-undang hak - cipta int adalab
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B. Perlindungan Hukum atas Program Komputer

m Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
puter yang merupakan bagian dari

Dalam Penjelasan Umu

tentang Perubahan Atas Undang-

Cipta dijelaskan bahwa Program Kom :
pada perangkat lunak dalam komputcr pada dasarmya merupakan karya cipta

di bidang ilmu pengetahuan, dan merupakan hal baru yang perlu ditegaskan
scbagai ciplaan yang layak diberi perlindungan hukum dalam rangka hak
cipta di negara-ncgara lain, sehingga baik 1tu ncgara maju maupun negara
berkembang, program komputer telah secara tegas dilindungi oleh undang-

undang hak cipta. Today, Computer Programs, in all form, regardless of the

media in which they are fixed, are clearly protected by copyright law in

many countries.
Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 belum memasukkan program

komputer schagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Namun baru
Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 yang mulai memberikan perlindungan
hukum atas program komputer.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, program komputer
dimasukkan scbagai jenis ciptaan yang dilindungi. Pemasukan itu
didasarkan alas pertimbangan bahwa program komputer pada dasarnya
merupakan karya ciptan di bidang ilmu pengetahuan. Dalam rangka
pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memperhatikan semakin
pentingnya peranan dan penggunaan komputer, maka dalam rangka
pengembangan kemajuan nasional khususnya di bidang pembuatan program
komputer dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum
terhadap karya itu.

Dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1987 ditentukan bahwa
program komputer dinyatakan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi.
Hal inj berarti bahwa pencipta program komputer mempunyai hak khusus
atas program komputer ciptaannya yang berupa hak untuk memperbanyak
atau mengumumbkan program komputer ciptaannya serta memberikan izin
untuk itu. Hak khusus tersebut tidak saja berarti bahwa pencipta program
komputer itu dapat melaksanakan sendiri perbanyakan atau pengumumkan
program komputer yang diciptakannya, tetapi dapat juga mencegah atau
melarang orang lain untuk memperbanyak atau mengumumkan program
komp‘uter tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari padanya.
Apabila orang lain tersebut melaksanakan perbanyakan dan pengumuman
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pencipta program komputer, maka
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dibentuknya tim, yang
bidang hak cipta,
6 dengan dasar

kebijakail adalah :
an permasalahan di
Rl Nomor 34 Tahun 198

Salah satu [augkah .
diupayakan mendorong pcr.balk
berdasarkan Keputusan Presiden
bangan sebagai berikut: . .
i ; tum terhadap hak eipta pada dasarnya dlm.aksudkan
an iklim yang lebih baik bagi tumbuh

bidang 1imu pengetahuan, seni, dan

pertit
1. Perlindungan hu .
scbagal upaya untuk mewujudk

kembangnya gairah mencipta di
sastra.

Di tengah kegiatan pelaks
meningkat, khususnya di :
ternyata telah berkembang pula keglatan pe

dalam bentuk pidana pembajakan. o
3. Pclanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang

membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan
minat mencipta pada khususnya. , _

4 Untuk mengatasi dan menghentikan palanggaran hak cipta, dipandang
perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Semua kondisi tersebut selain menghambat gairah mencipta bagi
masyarakat juga dapat mengancam sendi-sendi sosial dan perekonomian
bangsa. Penyempurnaan beberapa ketenfuan dalam Undang-undang Nomor
6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diharapkan dapat meningkatkan gairah
mencipta bagi masyarakat. Mengacu pada judul tulisan ini, salah safu
elemen terpenting dalam upaya menjamin tertib hukum di bidang hak cipta
adalah peran serta aparat Kepolisian Republik Indonesia yang diharapkan
kesiapannya dalam masalah ini dengan segala aspek yang terkait di
dalamnya.

Diberlakukannya perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 menyebabkan timbuinya
permasalahan bagi segenap aparat penegak hukum, Khususnya aparat
kepolisian dalam menegakkan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.
Polisi, Je.l.ksa, .Hakir.n, PPNS, dan Pengacara, adalah yang oleh masyarakat
umum didentifikasikan seba.g.ai para penegak hukum. Seberapa jauh tujuan
EZELIEUgg?n huklim hak milik intelektual ‘dapat dieapai. Fungsi penegak
gilirann}’aaszrl?alip y akSanaannya_ mempunya; P §ranan penting yang pada

: gus mempunyai andil besar bagi pengembangan lebih lanjut
sistern hukum hak milik intelektual itu sendiri.

anaan pembangunan nasional yang semakin
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,
Janggaran hak cipta, terutama

o
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an hukum di bidang hak cipta. Peran serta
an lebih bersifat preventif ini akan
ah mencipta. Tetapl yang masih
kepolisian telah memiliki petunjuk

melaksanakan tugas pencgakk
penegakkan hukum yang diharapk |
menjadi sendi upaya pcniugkallan gm:

jadi perlanyaan adalal apakah apara ml '
;::?:i:‘an; sclm);,ai ketentuan formal (ter.utama) untuk menjalin kerjasan?a
dengan piliak-pihak terkait denn menjamin terlaksananya penangar;(an tertib
hukum di bidang hak cipta, karcna masalahnya menyangkut hak

mempertahankan hak cklusif scorang pencipta,

D. Hambatan yang Dihadapi dalam Upaya Penegakkan Hukum dalam
Bidang Hak Cipta

Scringkali scorang petugas kepolisian, sebagai pendukung ketertibap
dalam suatu penanganan kasus pembajakan dengan suatu modus operandi,
mengalami kesulitan dalam membedakan obyek yang legal atau _llegal
karena perbedaan bentuk dan sifat karya cipta yang kadang secara fisik tak
berwujud. Sebagai contoh adalah kasus pembajakan program komputer,
yang dapat membedakan program asli dan tidak ash pada urmumnya
dianalogikan dengan pemalsuan mata uang.

Yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tugas
penyidikan untuk menentukan suatu karya asli atau palsu adalah. memeriksa
keabsahan seorang penjual ataupun pemakai atas izin/lisensi yang diberikan
oleh pemilik hak eipta (copyright owner) maupun pemegang hak cipta
(copyright holder). Memang harus diakui bahwa sampai saat ini benda
wujud fisik masih dianggap unsur paling penting sebagai alat pembuktian
dalam kasus pelanggaran hak cipta (contoh pada karya cipta program
komputer adalah media-magnetis perekamnya), Tetapi akan sangat sulit
untuk menentukan palsu atau tidaknya program komputer tersebut
mengingat tidak dapat dibedakannya antara hasil copy dengan yang aslinya.
Tanpa pemeriksaan keabsahan ijin/lisensi seorang penjual atau pemakai dari
pemilik atau pemegang hak cipta, akan sangat sulit menentukan ada atau
tidaknya pelanggaran hak cipta.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam menangani adanya
pelanggaran hak eipta adalah ketentuan pelaporan kepada aparat kepolisian.
Dihapuskannya ketentuan delik aduan pada Pasal 45 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta jo Undang-undang Nomor 7 Tahun
1987 tentang Hak Cipta, telah menimbulkan kerancuan bagi aparat
kepolisian yang masih meminta barang bukti atau fakta dari pelapor tentang
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M. PENUTUP

Dari uraian di atas, pada intinya dapat penulis simpulkan sebagai .

berikut:

1.

64

Dalam keadaan seperti itu kita perlu menghadapi tantangan globa!isas.i
dengan “kepala dingin”, dan tidak perlu terPcsona 0161.1 arus globflhsafl,
yang selalu akan membawa pengaruh pada ]n.lgkup nas1.ona1, tetap1 wajib
senantiasa tetap berpegangan pada kepentingan nas1ongl dan selalu
memperhatikan pengorbanan pahlawan-pamawan bapgsa kita yang tela}?
gugur dan mengorbankan jiwa raganya hanya agar kita dapat menlkm.ag
remerdekaan dan kehidupan yang lebih baik daripada mereka sendiri.
Karena itu perlu ada strategi nasional melalui saluran ltful'cum sebagai
filter untuk menyaring segi-segi baik dari arus globahisasi ini. _

Sejak tahun 1982, program komputer telah memperoleh perlindungan
hukum berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta serta
perbaikannya UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Pencipta program komputer perlu dan berhak untuk memperoleh
imbalan yang wajar dan adil atas tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang
telah dipergunakan untuk mewujudkan idenya ke dalam suatu bentuk
yang berguna bagi masyarakat. '

Adanya perlindungan hukum atas program komputer akan
meningkatkan pula citra bangsa Indonesia di dunia internasional dan
dapat mendorong alih ilmu pengetahuan serta penanaman modal asing
dari luar negeri. |

Dalam pelaksanaan hukum hak milik intelektual, penegak hukum
merupakan salah satu unsur pokok di samping perangkat hukum yang
mengatur hak milik intelektual itu sendiri. Warga masyarakat dan
fasilitas sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, saling bergantung
serta saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan semuanya ini
merupakan faktor-faktor yang menetukan sejauh mana kita akan berhasil
memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak milik intelektual untuk
mendorong kreativitas serta kegiatan-kegiatan inventif para peneipta dan
penemu di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Sebagai unsur dari pada sistem tersebut, seeara taktis operasional
penegak hukum mempunyai peranan sebagai pelayan masyarakat, dan
pada gilirannya seeara timbal-balik juga mempunyai peranan strategis
bagi pengembangan dan penyempurnaan hukum hak milik intelektual.






